BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 17 TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS P ERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDARDISASI
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 30 Tahun 2018 telah ditetapkan
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun
Anggaran 2019;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah dapat berjalan optimal,
perlu dilakukan  penyesuaian  terhadap
beberapa komponen dalam standarisasi harga
barang dan jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun
Anggaran 2019;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;



Menetapkan :

10. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun
2017;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun
2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDARDISASI
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2018 Nomor 30) diubah, dengan
perubahan sebagaimana  tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan  Bupati ini  mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd
ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 17



LAMFIRAN

FERATURAN BUFATI KULON PROGO

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON
FROCGO NOMOERE 30 TAHUN 2018 TENTANG
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2019,

BAB 1. SARANA KERJA

A. ALAT TULIS KANTOR

NO MNAMA BARANG SATUAN HARGA KETERANGAN

52| Pendulqung Printer :
| |- Ribben Printer e-KTP | Buah | 4,015,000 |

B. ALAT BANTU KANTOR
Tetap

C. BARANG CETAKAN
Tetap

D. MEUBELAIR
Tetap

E. MESIN EANTOR
Tetap

F. PERABOT KANTOR
Tetap

G. ALAT-ALAT OLAH RAGA
Tetap

H. TROPHY/PIALA KEJUARAAN
Tetap

I. PERALATAN KESENIAN
Tetap

J. PERLENGKAPAN KENDARAAN DINAS
Tetap

K. BIAYA EKSPLOITASI EENDARAAN DINAS DAN BAHAN BAKAR
Tetap

L. PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Tetap

M. REAGEN, BAHAN HABIS PAKAI DAN ALAT-ALAT LABORATORIUM
Tetap

N. ALAT DAN PERLENGKAPAN PERHUBUNGAN
Tetap

O. PAKAIAN DINAS
Tetap

0. ALAT METROLOGI
NO NAMA BARANG SATUAN HARGA EETEREANGAN

6 |Meja tahan getar Buah 55,000,000

O. ALAT PERLENGEAPAN LATNNYA
Tetap



BAB II. JASA

A. KOMPENSASI
1. Steering Committee /Tim Pembina dan Pengarah

Tetap

2. O izing Ci £ /Tim Pelal
Tetap
Keterangan -

a Kompensasi Kerja diberikan kepada mereka yang bertangsungjawsb atas kegiatan dalam Tim/Kepanitiaan yang
dibentuk dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

b. Commattee {Tim Pembi dan P h dibentuk untuk Kegi yang lukan koordinasi lintas

Ictoral dan Tukean kebijak dar Tim Pembina dan Pengarah.

o Organizing Committee /Tim Pelak=ana dibentul untuk melalcsanalan legiatan telmis.

d. Jangka wakiu Pemberian Kompensasi Tim Steering Commitiee lebih pendek daripada Tim Organizing Comumitte .

e  Setiap Pejabat Pe Teknia Kegi (PPTEK), hanya diperkenankan menganggarkan honor Tim maksimal
untuk 1 (satu) Kegiatan.

f Jika 1 (satu] orang meranglkap jabatan dalam 1 (satu) kegiatan, honorarinm tersebut hanya biza diberikan satu
honor jabatan_

. mg Jawsah Pr 1 dan Pensngzung Jawsb Prugtamlld.lpergunsksnuntnk Sekretariat Dasrah.

h. Nomn PNS yang diberi tugas untulc 1ak 1z Legiatan berdasarl pejabat yang berwenang, dapat
diberikan kompensasi kerja paling banyalk dizetaralkan dengan anggota im pelalksana golongan II (SLTA/D3) dan
golongan I (S1).

i. Non PNS sebagaimana dimaksnd pada buruf h, adalah non PNS selain Tenaga Eontrak atan tenaga yang
memiliki ikatan kesja dengan Pemerintah Habupaten EKulon Proge. Misaloya, unsur lembaga organisasi
kemasyarakatan, Aparat Deaa, Dukuoh, Tanaga Pend atau akat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan.

j- Kepala Badan dan Kepala Dinas dapat diberikan kompensasi dalam jabatan tim pelalksana setingleat
pensngsungjawab program I dengan sebutan penangsungjswab program, sedanglkan Kepala Kantor, Camat, dapat
diberikan lkompencaci dalam Hm pelal a setinglat penar b legiatan

l Seloetaris Badan dan Sekretaric Dinas dapat diberikan kompensasi dalam jsbatan tim pelaksana sebagai

penanggungiawab loegiatan di lingkup selastariat, sedangkan untule Sekretaris Camat dapat d.l'benkan kompensasi
dalam jabaten tim pelaksana sebagai pembantu penanggung jawab untul selretariat
dan lursh dapat dibarilcan kompensasi dalam tim pelal =ebagai f n'ja(wsb i

B. MAKAN MINUM

2. Bel

Mal dan Mi ‘Tamu

Tetap

Keterangan -
Untuk setiap kali penerimaan tamu harus mengilot ketentuan sebagai berilast -
1. Harus ada dokumen pemberitshuan,/konfirmasi dari pihak tamm atau Nota Dinas atsu Memo dari Pejabat yang
berwenang.
2. Syarat-syarat tersebut hams dilampirkan pada penyampaian Surat Pertanggung-jawsban (SPJ] sesuai
peraturan perundangundangan yang berlal
3. Jamusn makan tamu Bupati/Walkil Bupati/Tenaga Ahli Bupati dianggarkan pada Bagian Fumsh Tangga
aerah.

Seloretariat D
4 Orgxnmml’etanght[)aemhm k di bidang anan, dapat diaken air mi 1 seh
han Standar Pi anan Publik.

C. BIAYA USAHA JASA
4. Upah Tenaga Kontrak

Tetap

5. Upah Tenaga Harian

Tetap

Keterangan :

1

2.

Tenaga komtrak katsgori A dan kategori B yaitu tensga kontrak sebagaimsna dimsaksud dalam Perstrran Bupati
Kulon Progo No. 70 Tahun 2017 tentang Pengelalaan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Dasrsh.

Tenaga kentrak pelal Amini i adalsh jenis jabatan tenaga kontrak yang memililki tugas melaksansalean
sebagaian ketugasan PNS jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SLTA.

Tenaga komtrak pelaksana pangolah dats adalah jeris jabatsn tensga kontrak yeng memiliki figas melaksanalkan
sebagaian ketugasan PNS jabatan pelakeana dengan lualifikasi pendidilean D1, D2, D3.

Tenaga komtralk pelaksana penyisp bahan adslah jenis jsbatan tenags kontrak yang memiliki tigas melaksanalkan
sehagaian katugasan PNS jabatan pelaksana dengan kialifikasi pendidilean 51

Tenaga kontrak dilloutlan dalam Kep BEJS Keschatan
Tenaga Komtral diilartlean dalam kepesertann BEJS ketenagakerjaan
dihapus.



D. BIAYA PERJALANAN DINAS
1. Uang Representasi, Uang Harian, Biaya Taks=i dan Biaya Penginapan

Tetap

2. Biaya Tiket

Tetap

3. Biaya Sewa Eendaraan Perjalanan Dinas

Tetap

jal Dinas ( Dal Provinsi DIY )

Tetap

Keterangan Umum :

1.

o

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

Biaya perjalanan dinas untok tujuan di dalam Pulan Jawsa paling lama 3 (tiga) hari dan loar Pulau Jawa
paling lama 4 (empat| hari, sedangkan perjalanan dinas ke lokasi tranamigrasi dapat diberikan paling lama
Pada kondisi tertentn perjalanan dinasz dapat melebihi ketentnan lama perjalanan dinasz dengan mendapat
persetujuan Sekrataric Daerah selalm Ketua TAPD.

Perjalanan dinas hiar daerah provinsi dalam rangks menghadini rapat, konsultasi, pengiriman laporan dan lain-
lain atsupun kegiatan yang dapat diselesaikan 1 (satu) hari dan ditempuh lebih davi 1 [satu) hari dalam
perjalanan pulang pergi dapat diberikan uang perjalanan dinas maksimal 2 [dus) hari.

Surat Perjalanan Dinas harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Kepala dari Instansi/Pimpinan
Organisasi/Perusahasn atan pejabat yang mewsaldli dar instansi yang dituju, sedang untulk melalkzanakan
perjalanan dinac haruc diterbitlean surat perintah tugas.

Dalam hal angka 4 tidaek terpenuhi mska SPPD dimintalean pengesshan kepada pejabat instansi Pemerintah

setempat.

Burat Perintah Tugas ke lnar DIY ditandatangani oleh :

a Sekretariz Diasrah ataz nama Bupati untul Bupati, Waldl Bupati, Sekretaric Dasrah, Staf Ahli Bupat,
Tenaga Ahli Bupati, Asisten Selretaris Daerah dan Kepala SKPDL

b. Eetua DPED untuk Eetua DPRED, Wakil Ketua dan Anggota DPED.

c. Eepala SKPD Unit Kerja untuk pejabat di bawahnya.

Surat Perintah Tugas Dalam DIY ditandatangani cleh kepala SKPD/Unit Kerja.

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diterbitkan dan berlalns hanya untulk 1 [satu) kali penugasan.

Perjal dinaz 4 beberapa tujuan yang dapat ditempuh dalam waldu 1 (satu] hari, hanya diberikan bisya

perjalanan dinas 1 (satu] kali.

Istri Bupati dan Istri Wakil Bupat dalam rangka mendulung tugas-tugs= penyelengzaraan Pemerintahan

diberikan perjalanan dinac secusi dengan eselon II {tanpa uang representasi).

Perjalanan dinas yang dilaksanalkan cleh non PNSD Eabupaten Kulon Progo hanya diperbolehkan bagi mereka

yang melakzanakan tugas kedinasan Pemernntah Kabupaten Kulon Progo dalam rangks mendulung pelaksanaan

kegiatan Untuk tokoh masyaralkat dapat diberikan belanja perjalanan setingkat dengan golongan III, dan

kader/tenaga Kontrak diberilean belanja perjalanan setingkat dengan golongan I

Palkar/Ahli/Praktisif Tokoh Masyaraleat di luar FPNS Kulon Progo yang bertaraf Nacional dapat diberikan tiket dan
penginapan. Apabila tiket kepulangan tidak dipercleh, maka dibuktilkan dengan Daftar Pengeluaran Fiil dan
Surat Pernyatasn bermaterai dari Penerima.

Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan FI dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri FI.
Laporan pelaksanaan tugas/laporan hasil perjalanan dinas dilampirkan dalam Surat Pertanggung Jawaban
[SPJ).

Dalam hal komponen biaya perjal dinas di ng oleh penyelenggara [biaya penginapan dan/tiket
dan/biaya taksi), maka uang/biaya komponen tersebut tidak dibayarkan.
Perjalanan Dinas pendampingan dengan ketentuan -

a. Jumlah pendamping -

Jumilsh yang didampingi Pendamping
=fd 5 orang 1 orang
6 - 15 orang 2 prang
16 - 25 orang 3 orang
lebih dar 25 orang 4 prang
b. EPJ pend ingan dengan 1 irlean jadwal acara

c. BSPJ Pendamping sama dengan yang didampingi.



E.

17.

i8.

19.

Pendamping Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan diberikan biaya penginapan setinglkat dengan E=zelon II dan
apabila tidak menginap diberikan biaye penginapan sebesar 30 % (Hega puluh persen| dari standar bisya
penginapan di kota tempat tujuan, sesuai eselon atau golongan pendamping.

Perjalanan Dinas yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan dinas atau menyewa kendaraan nmum,
maks dapat diberikan biaya tol (et cost].

Perjalanan Dinas yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan dinas atau menyewa kendaraan nmum,
tidalk diberikan komponen biaya transportasi loksal dan biaya taksi.

Tiket untuk narasumber, biaya taksi, bisya sewa kendaraan dan/fatan bisya penginapan apabila tidalk diperaleh
bukti pengeluaran yang sah dapat mengegunalkan Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagai berilaat -

DAFTAFR. PENGELUARAN FEIIL
Yang bertanda tangan di basah ind :

Nama

NIP

Jabatan
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPFD) Nomor ... tamgeal ..., dengan im lkami
m 1! dengan se: hnya bahwsa :

1 Tiket untuk narasumber, bisya taksi, biaya penginapan, danfatan bisya sewa kendaraan di bawah ini yang|
tidsk dapat diperoleh bulcti-bulkti pengeluarannya, meliput -

HO UFRAIAN JUMLAH

Jumlah

2 Jumlah uang tersebut pada anglka 1, di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanasn Perjalanan Dinas)|
dimsksud dan apabila dikemmdian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia unhik|
menyetorkan kelebihan tersebut ke Ka= Daerah.

Demildan permyataan ini kami buat dengan sebenarnysa, unhils dipersunakan sebagaimans mestinya.

Mengetabuni/ Mengetuju : eeeemenen s, tAnggAl-bulan-talmin
PAJ EPA Pelalsana SPD,

KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMEBER DAYA MANUSIA
Tetap

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LUAR KANTOR
Tetap

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING DAN SEJENISNYA
Tetap

BIAYA PUBLIKASI
Tetap

BIAYA PENGURUSAN TANAH UNTUE KEPENTINGAN PEMERINTAH

Tetap

SEWA

Tetap



KEGIATAN LAIN-LAIN
Tetap

BIAYA PERAWATAN GEDUNG
Tetap

. JASA PELAKU SENI, BUDAYA, DAN OLAH RAGA

Tetap

HADIAH DAN PENGHARGAAN
Tetap

BIAYA DROPING AIR
Tetap

STANDARISASI JASA BLUD
Tetap

STANDARISASI PENGELOLAAN BANTUAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN (BEK DAIS)
Pengelolaan BKK DAIS berpedoman pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah DIY.

BAB III. KONSTRUKSI

HARGA SATUAN KOMPONEN BAHAN BANGUNAN / KONSTRUKSI
Tetap

HARGA SATUAN UPAH TENAGA EERJA
Tetap

HARGA SATUAN PEKERJAAN PINTU AIR
Tetap

BIAYA PEKERJAAN GEDUNG
Tetap

BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN FISIK KONSTRUKESI
Tetap

Wates, 29 Maret 2019
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO
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